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ABSTRAK

BMT (baitul maal wat-tamwil) dalam menjalankan usahanya tidak
dapat terlepas dari risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha. Salah
satu risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha adalah risiko
pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul apabila lembaga keuangan tidak
dapat memperoleh kembali dana pokok pinjaman baik seluruh atau sebagian
yang disalurkannya dan/atau dana bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan
ataupun atas investasi yang sedang dijalankan. Berdasarkan temuan Rina El-
Maza, pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT diakibatkan oleh
beberapa faktor vyaitu Kketidakjujuran nasabah dalam hal alokasi dana,
terjadinya force majeure, dan kondisi ekonomi yang menyebabkan terjadinya
penurunan omzet usaha.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian
berupa field research yang mana dalam menganalisa pelaksanaan
pengawasan  pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera  dalam
menanggulangi non-performing loan berdasarkan pendekatan Hukum Islam.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan data-data yang
diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pelaksanaan
pengawasan pembiayaan dalam penanggulangan non-performing loan di
BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan menjelaskan tinjauan maqasid syari’ah
terhadap pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat
Sejahtera dalam menanggulangi non-performing loan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan
pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dilakukan dengan tiga tahap
yaitu on desk monitoring, on site monitoring dan exception monitoring.
Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BMT Bangun
Rakyat Sejahtera yaitu untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh
nasabah atau oleh pihak internal BMT. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan
yang dilakukan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera berjalan efektif. Hal
tersebut dibuktikan dengan penurunan tingkat non-performing loan yang
signifikan dari tahun ketahun. Non-performing loan yang terjadi di BMT
Bangun Rakyat Sejahtera disebabkan oleh Faktor internal dan eksternal yang
meliputi lemahnya analisis pembiayaan, lemahnya analisis karakter nasabah,
penurunan usaha dan lemahnya karakter nasabah. Berdasarkan tinjauan
maqasid syari’ah As-Syathibi, pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT
Bangun Rakyat telah sesuai dengan konsep magqasid syari’ah. Hal tersebut
dapat dilihat dari upaya BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam perlindungan
harta. Dalam perlindungan harta, pelaksanaan pengawasan pembiayaan dapat
mencegah perbuatan curang dan berkhianat sehingga harta BMT, anggota
serta negara dapat terlindungi.

Kata Kunci: Pelaksanaan pengawasan, Non-performing loan, Magasid
syari’ah.



ABSTRACT

BMT (baitul maal wat-tamwil) in running a business cannot be
separated from risks that can affect a business. One of the risks that can affect
a business is financing risk. Financing risk arises if a financial institution is
unable to recover the principal loan funds, either wholly or partly distributed
and/or profit-sharing funds from the financing provided or on investments
that are being carried out. Based on the findings of Rina El-Maza, financing
problems that occur in BMT are caused by several factors, namely customer
dishonesty in terms of fund allocation, the occurrence of force majeure, and
economic conditions that cause a decrease in business turnover.

This research method uses qualitative with the type of research in the
form of field research which analyzes the implementation of financing
supervision of BMT Bangun Rakyat Sejahtera (Developing of Prosperous
People) in tackling non-performing loans based on the Islamic Law approach.
This research is descriptive analysis, which explains the data obtained from
interviews and documentation regarding the implementation of financing
supervision in overcoming bad loans at BMT Bangun Rakyat Sejahtera and
explains the concept of maqasid sharfah (shariah purposes) on the
implementation of financing supervision of BMT Bangun Rakyat Sejahtera in
tackling non-performing activities. loan.

Based on the results of the study, it can be said that the financing
supervision of BMT Bangun Rakyat Sejahtera is carried out in three stages,
namely is on desk monitoring, on site monitoring and exceptation monitoring.
The purpose of the supervision carried out by BMT Bangun Rakyat Sejahtera
is to prevent fraud committed by customers or by BMT internal parties. The
implementation of financing supervision carried out by BMT Bangun Rakyat
Sejahtera was effective. This is evidenced by the significant decline in the
level of non-performing loans from year to year. As for the non-performing
loans that occurred at BMT Bangun Rakyat Sejahtera, it was caused by
internal and external factors including weak financing analysis, weak
customer character analysis, business decline, and weak customer character.
Based on the maqasid shariah As-Syathibi, the implementation of supervision
over the financing of BMT Bangun Rakyat is in accordance with the maqasid
sharia concept. This can be seen from the efforts of BMT Bangun Rakyat
Sejahtera in protecting property. In protection, the implementation of
financing supervision can prevent fraud and betrayal so that the assets of
BMT, members and the state can be protected.

Keywords: Implementation of supervision, Non-performing loan, Magqasid
sharia (Shariah purposes).
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Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
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. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan
oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang penting di Indonesia.
Bukan tanpa alasan, lembaga keuangan berperan dalam laju perputaran uang
yang ada pada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan definisi lembaga
keuangan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang
Perbankan, lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-
kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan kepada
masyarakat.! Selain itu, dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 792 Tahun 1990 dijelaskan bahwa lembaga keuangan
merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang
melakukan penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat, dan paling
yang paling utama memberikan biaya investasi pembangunan.’ Dari kedua
penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan merupakan
lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan dana, penyaluran dana dan
juga dibidang investasi. oleh karena itu, lembaga keuangan sangat memberikan
pengaruh bagi peredaran uang, sistem ekonomi dan keuangan pada masyarakat.

Dalam sistem perekonomian Islam, lembaga keuangan Syariah

memiliki  ciri  Khusus yang membedakan dengan lembaga keuangan

! pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan Tentang Perbankan.

2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Tentang
Lembaga Keuangan.



konvensional. lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah
merupakan lembaga keuangan yang pada prinsipnya berlandaskan kepada
syariat Islam. Pada saat ini layanan keuangan syariah telah menyebar ke
berbagai belahan dunia melalui berbagai bentuk lembaga keuangan. Tahun
1992 menjadi awal mula tumbuhnya berbagai macam lembaga keuangan
syariah seperti BNI Syariah, Bank Muamalat, BTN Syariah, Koperasi Syariah
dan lain sebagainya.®

Pesatnya pertumbuhan layanan keuangan syariah didukung oleh adanya
keyakinan masyarakat bahwa terdapat unsur riba pada lembaga keuangan
konvensional. Dalam Keputusan Muktamar NU ke-2 pada 9 Oktober 1927 di
Surabaya dalam hasil Bahtsul Masaill NU diputuskan bahwa masin terdapat
interpretasi  yang berbeda-beda mengenai bunga bank.* Namun, mayoritas
ulama mengharamkan bunga meskipun terdapat sebagian ulama yang
membolehkan dan memakruhkannya.”> Ditambah lagi setelah adanya Fatwa
MUI pada tanggal 16 November 2009, tentang keharaman bunga bank yang
berdampak kepada pesatnya pertumbuhan pembiayaan syariah.®

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yaitu Baitul maal wat
tamwil atau lebih dikenal BMT. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang

isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan

% Ismail Nawawi, Manajemen Risiko, (Sidoarjo: Dwi Putra Pustaka Jaya. 2013). hlm 198.

4 Lajnah Ta’lif wan Nasyr, (LTN) NU, Solusi Pronlematika Aktual Hukum Islam,
(Surabaya: Khalista. 2011). him 200.

® Masjfuk Zuhdi, Masailul Fighiyah, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1997. Cet X).
him 102.

® Tim BNI Syariah. Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI, Suara Muhammadiyah,
him 19.



usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong
kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya.” BMT
memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan
konvensional pada umumnya. Selain memiliki misi komersial (baitut tamwil),
BMT juga memiliki misi sosial (Baitul Mal).

Kegiatan perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh kegiatan
usaha berskala kecil dan mikro yang dalam modal usahanya masih memerlukan
dukungan finansial dari pihak lain. Namun, sebagian besar usaha kecil dan
mikro ini masih sangat lemah dalam mengakses sumber-sumber permodalan.
BMT hadir sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang menjadi solusi di
tengah kegelisahan masyarakat muslim terhadap kegiatan ekonomi yang
mengandung unsur riba. Selain itu BMT juga hadir sebagai solusi
pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran BMT telah membawa
banyak manfaat bagi masyarakat yang tidak bankable dan menolak riba. Oleh
karena itu, keberadaan BMT menjadi penting. BMT dapat membantu
masyarakat dalam mengatasi masalah seperti permodalan melalui skema
pembiayaannya.

BMT hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat terutama
untuk kegiatan usaha kecil dan mikro agar dapat mempermudah mereka dalam
mengembangkan usahanya. BMT relatif mudah dijangkau oleh masyarakat

ataupun usaha berskala kecil. BMT mempunyai berbagai macam produk

" Andri soemitrasoemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Figih Muamalah Di Lembaga
Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana. 2019). him 228.



pembiayaan diantaranya mugdarabah, musyarakah dan murabahah. Dalam
skema pembiayaan untuk kegiatan produktif BMT menggunakan sistem bagi
hasil dan tidak menggunakan sistem bunga seperti yang ada pada lembaga
keuangan konvensional. Sistem bagi hasil dapat menjadi pilihan masyarakat
ataupun usaha berskala kecil yang menghindari suku bunga yang tinggi.
Pembiayaan merupakan suatu produk yang tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut timbul karena semakin
kompleksnya kebutuhan masyarakat. Terlebih setelah munculnya fenomena
pasar digital yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi. Hal ini
mendorong para pengusaha berskala kecil dan mikro untuk mengembangkan
sektor usahanya agar dapat lebih bersaing dan mengikuti perkembangan
zaman. Namun, kebutuhan para pengusaha untuk mengembangkan usahanya
tersebut tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan
kemampuan ekonomi yang baik. Oleh karena itu, Pembiayaan dari BMT dapat
menjadi pilihan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya.
Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama BMT yang
mengandung risiko yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup
usahanya, sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas
perkreditan yang sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor
10 tahun 1998: “Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang

sehat.”®

8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.



BMT dalam menjalankan usahanya tidak dapat terlepas dari risiko yang
dapat mempengaruhi stabilitas usaha. Risiko dapat diartikan sebagai suatu
kemungkinan terjadinya suatu keadaan yang dapat menimbulkan Kkerugian.
Maksudnya, risiko merupakan suatu potensi terjadinya sesuatu yang tidak
diinginkan. Apabila tidak dikelola dan diantisipasi sebagaimana mestinya,
risiko dapat menimbulkan kerugian baik bagi BMT, anggota, dan juga
masyarakat. Oleh karena itu, para pelaku usaha terutama yang bergerak
dibidang keuangan harus dapat menanggulangi dan mempersiapkan segala
kemungkinan terjadinya risiko yang dapat terjadi dimasa depan.’ Salah satu
risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha adalah risiko pembiayaan.
Risiko pembiayaan muncul apabila lembaga keuangan tidak dapat memperoleh
kembali dana pokok pinjaman baik seluruh atau sebagian yang disalurkannya
dan/atau dana bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan ataupun atas investasi
yang sedang dijalankan.

Pembiayaan bermasalah menjadi salah  satu risiko pembiayaan.
Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dalam pembiayaan yang dalam
aktivitasnya terdapat penyimpangan atas kesepakatan yang telah disepakati
dalam pengembalian pembiayaan sehingga terjadinya keterlambatan atau
masalah lain dalam pengembalian pembiayaannya.'® Sedangkan menurut
Menurut Rivai, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak dapat

dilunasi oleh debitur sejak jatuh tempo sebagaimana mestinya dalam

°® M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah volume 10, (Jakarta: Lentera Hati. 2002). him 346.

10 \eithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada. 2008). him 146.



perjanjian.'' Pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan karena adanya faktor
internal dan faktor eksternal'? Faktor internal yang dapat menimbulkan
terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya disebabkan oleh lemahnya
prosedur dan sistem dalam penilaian pembiayaan, kebijakan kredit yang kurang
efektif, terjadinya penyimpangan dalam pengawasan kredit, serta tidak adanya
itikad baik dari pemilik, pengurus, dan pengelola bank. Sedangkan faktor
eksternal yang dapat menimbulkan permasalahan pada kredit adalah adanya
unsur sengaja dan tidak sengaja dari nasabah.

Pengawasan kredit menjadi salah satu faktor yang dapat berdampak
pada kelancaran pembiayaan. Berdasarkan temuan Rina ElMaza, pembiayaan
bermasalah menjadi salah satu kendala yang dihadapi BMT.'* Menurutnya,
pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT sangat rentan dengan risiko
gagal bayar. Pembiayaan yang mengalami gagal bayar masih ditemukan
meskipun BMT sudah menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit.}* hal itu
terjadi karena calon anggota pembiayaan tidak jujur ketika menjelaskan kepada
BMT mengenai rencana alokasi dana pembiayaan. Dalam akad calon anggota
pembiayaan menjelaskan bahwa dana pembiayaan akan dialokasikan untuk
modal usaha namun pada faktanya dana tersebut digunakan untuk kegiatan

konsumtif atau bahkan untuk membayar hutang sehingga anggota pembiayaan

1 \feithzal Rivai, Commercial Bank Management. Manajemen Bank Dari Teori Ke

Praktik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013). him 213.

12 siti Noorhayati, Ekani, “Prosedur Kredit dan Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah

Pada PD. BPR BKK Jati Kudus”, Undergraduate thesis. 2010. Diponegoro University.

13 El Maza, Rina, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberlangsungan Baitul Maal Wat

Tamwil Di Lampung. jurnal akuntansi dan perbankan syariah, Finansia. Volume 01, Nomor O1.
2018. him 73.

¥ Ibid. him 74.



tidak dapat melakukan pembayaran pembiayaan. Selain itu, anggota
pembiayaan mengalami force majeur (bencana alam), kecelakaan, dan
kematian. Pembiayaan yang mengalami gagal bayar juga disebabkan oleh
penurunan omzet usaha anggota pembiayaan yang diakibatkan oleh kondisi
ekonomi yang tidak stabil.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kurang optimalnya
pengawasan yang dilakukan oleh BMT salah satunya dalam hal analisis
pembiayaan. Lemahnya analisis pembiayaan yang dilakukan sebelum
pembiayaan  berlangsung  mengakibatkan BMT  kurang cermat dalam
menganalisis dan menilai pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.
Kurang optimalnya pengawasan juga terjadi di BMT Bangun Rakyat
Sejahtera.Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penreliti di BMT
Bangun Rakyat Sejahtera, BMT Bangun Rakyat Sejahtera belum dapat
melakukan pengawasan pembiayaan dengan optimal. Hal tersebut terjadi
karena kurangnya SDM di bidang pengawasan yang ada di BMT Bangun
Rakyat Sejahtera. Kurangnya SDM mengakibatkan BMT Bangun Rakyat
Sejahtera tidak dapat menganalisis pembiayaan yang akan diberikan dengan
baik sehingga rentan risiko.

Menurut puspopranoto, pengawasan kredit merupakan suatu prinsip
yang mempengaruhi sehat tidaknya kebijakan kredit.® Pengawasan kredit
adalah “Kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses

pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit

5 Ipid.



serta fasilitas kreditnya” .'° Pengawasan kredit yang baik sangat diperlukan
dalam lembaga keuangan. Pengawasan kredit sangat berpengaruh dalam
kelancaran kredit. Selain itu, pengawasan kredit yang baik dapat meminimalisir
terjadinya kredit bermasalah. Hal tersebut sejalan dengan definisi pengawasan
kredit menurut Hasibuan, ‘“pengawasan kredit adalah usaha—usaha untuk
menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet” .*" Dari
penjelasan di atas, dapat disimpulkkan bahwa BMT harus menjalankan
pengawasan kredit yang baik sehingga tidak terjadi risiko yang tidak
diinginkan dan dapat merugikan BMT dalam menjalankan usahanya.
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, Peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMBIAYAAN DALAM PENANGGULANGAN NON-PERFORMING
LOAN (Studi Pengawasan Oleh Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera Pada
Tahun 2014 - 2018)” sehingga setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian ini
dapat menjawab keingintahuan Peneliti mengenai pelaksanaan pengawasan
pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggualangan Non-performing

loan.

16 suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: UPP
AMP YKPN. 2003). him 230.

" Hasibuan, Malayu, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006).
him105.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah yang Peneliti ketengahkan

dan hendak Peneliti temukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat
Sejahtera.

Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun
Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan non-performing loan.

Bagaimana tinjauan magqasid as-syari’ah terhadap pelaksanaan pengawasan

pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh

Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a.

Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun
Rakyat Sejahtera.

Untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  pengawasan
pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan Non-
performing loan.

Mengetahui bagaimana tinjauan magqasid as-syari’ah terhadap pelaksanaan
pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam

penanggulangan non-performing loan.
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat yang hendak dicapai
oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi
kepustakaan kajian-kajian di bidang keuangan syariah khususnya yang
berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT untuk
menanggulangi non-performing loan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
memperluas khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis.

a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan Peneliti dalam bidang
yang dikaji. Serta untuk mengetahui kemampuan Peneliti dalam
menerapkan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan masukan dan
tambahan wawasan bagi lembaga keuangan dalam melaksanakan

pengawasan untuk menanggulangi non-performing loan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat membantu Peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat dan
kritik tentang topik dari penelitian sebelumnya. Telaah pustaka dapat dijadikan
sebagai acuan peneliti agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian, sehingga

Penelitian yang akan dilakukan dapat teruji kebaruannya.
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Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, Silcylleova Moniharapon dengan
judul  "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit
Macet Pada PT. Bank Sulutgo".!® Penelitian ini menekankan pada manajemen
risiko sebagai suatu upaya untuk meminimalisir kredit macet pada PT. Bank
sulutgo. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa PT. Bank Sulutgo telah
menerapkan dengan baik pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi,
kebijakan, prosedur dan penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit, dan pengendalian
risiko kredit. Untuk meminimalisir risiko kredit, PT. Bank SulutGo telah
menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko telah terbukti berhasil dalam
meminimalisir  kredit bermasalah. Keberhasilan PT. Bank SulutGo dalam
meminimalisir kredit macet dapat dibuktikan melalui rasio NPL yang tidak
melebihi  ketentuan Bank Indonesia sebesar 5%. Setelah dilakukannya
penelitian ini, Peneliti menyarankan PT. Bank Sulutgo agar dapat menjaga
independensi staf dan meningkatkan proses pemantauan kredit, sehingga risiko
kredit dapat diminimalisir.

Penelitian Intan Wulandari, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah
dengan judul "Analisis Kebijakan Loan To Value Sebagai Usaha
Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

(Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang

18 Rifangga C.T Tengor, Sri Murni, Silcyljeova Moniharapon, “Penerapan Manajemen
Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo”, Jurnal EMBA 346
Vol.3 No.4 (Desember 2015).
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Kediri)"!° Penelitian ini menekankan kepada kebijakan loan to value sebagai
suatu usaha untuk meminimalisir kredit macet. Dari penelitian tersebut
dijelaskan bahwa Loan To Value dapat meminimalisir kredit bermasalah.

Jurnal dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit
Usaha Mikro (Kum) Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang
Kredit Modal Kerja"?° penelitian ini ditulis oleh Suhaimi dan Wahidahwati.
Sebagai upaya untuk meminimalisir kredit bermasalah di bidang kredit modal
kerja pada usaha mikro, Peneliti lebih menekankan penelitian ini pada peran
manajemen risiko. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti
menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Thk. Kantor Cabang Madiun
telah menerapkan manajemen risiko perbankan dengan baik diantaranya
meliputi: proses identifikasi, pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan
direksi, prosedur dan penetapan limit, kebijakan, pemantauan, pengendalian
risiko kredit, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Penelitian ini,
peneliti menyarankan agar bank melakukan peningkatan strategi manajemen
risiko, menambah metode pengukuran risiko kredit dan meningkatkan proses

pemantauan kredit.

19 Intan Wulandari, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah, Analisis “Kebijakan Loan To
Value Sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran Kredit Pemilikan
Rumah (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbhk Kantor Cabang Kediri".
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 38 No. 1 September 2016. hlm 123,

20 Suhaimi dan Wahidahwati, “Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Usaha
Mikro (Kum) Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja",
Arrahman: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 23 No.1 2021.
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Skripsi Nanik Eprianti dengan judul "Penerapan Prinsip 5C Terhadap
Tingkat Non Performing Financing (NPF)"?! Dalam penelitian ini, Nanik
Eprianti lebih menekankan prinsip 5C (Character, capacity, capital, collateral,
dan condition) sebagai suatu cara untuk menekan tingkat Non Performing
Financing. Menurut Nanik Eprianti, tingkat Non Performing Finance dapat
ditekan dengan memperhatikan prinsip 5C dan dalam menganalisa kredit,
perbankan harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu, menurut
Nanik Eprianti analisa kelayakan kredit merupakan tahapan pertama yang
harus dilakukan dengan tepat, cermat dan benar sesuai dengan peraturan
perkreditan sehingga kemungkinan terjadinya kerugian bank yang diakibatkan
oleh kredit bermasalah dapat diantisipasi sedini mungkin.

Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti merupakan suatu
penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, berdasarkan
penelitian-penelitian  yang telah dijelaskan dalam daftar pustaka di atas,
penelitian yang akan Peneliti lakukan merupakan penelitian yang baru. Setelah
Peneliti mengamati penelitian-penelitian sebelumnya, sudah banyak penelitian
di bidang kredit bermasalah dari berbagai objek namun belum ada yang
melakukan penelitian pembiayaan bermasalah pada lembaga BMT dari sisi
pelaksanaan pengawasannya dengan menggunakan teori magasid syariah. Oleh
karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji secara
iimiah  mengenai  Pelaksanaan  Pengawasan Pembiayaan BMT dalam

penanggulangan Non-performing loan.

21 Nanik Epriyanti, “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing
(NPF)”, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No.2 Juli 2019.



14

F. Kerangka Teoritik
1. Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan merupakan suatu upaya mengamati pelaksanaan suatu kegiatan
operasional untuk menjamin agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan. Sedangkan pembiayaan merupakan kegiatan
penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati disertai
dengan imbalan atau bagi hasil. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa pengawasan pembiayaan merupakan suatu kegiatan mengamati atau
mengawasi kegiatan pembiayaan guna menjamin kegiatan pembiayaan
tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah
ditentukan.  Menurut  Suhardjono, “pengawasan kredit adalah kegiatan
pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan prose pemberian kredit,
pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas
kreditnya”.*

Menurut ~ Hasibuan ~ tujuan  pengawasan  pembiayaan adalah
“pengendalian (pengawasan) kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari
terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet”.*® Sedangkan
menurut Rivai tujuan atau sasaran pengawasan pembiayaan adalah sebagai

berikut:**

22 suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: UPP
AMPYKPN. 2003). him 230.

23 Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Edisi Keenam, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007). him
104.
2% Ibid, him 490.
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a. Untuk menghindari penyelewengan, baik internal maupun eksternal bank
dalam mengelola kekayaannya di bidang pembiayaan.

b. Untuk memastikan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan
serta penyusunan dokumentasi pembiayaan yang lebih baik.

c. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahap
pemberian  pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat
dilaksanakan dengan baik.

d. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturannya yang telah ditetapkan
dan penggarisan terhadap manual pembiayaan dalam pencapaian sasaran
seperti yang di atas.

2. Non-performing loan
Menurut beberapa ahli, non-performing loan atau “kredit bermasalah adalah
suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian
atau selurun kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan
dalam perjanjian kedit”?®> Menurut Rivai, pembiayaan bermasalah adalah
pembiayaan yang dalam pembayarannya terdapat cedera sehingga terdapat
tunggakan, dan Dberpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan
perusahaan debitur di kemudian hari.?® Sedangkan menurut pendapat lain,
“kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung

risiko tinggi atau kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak

25 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: UPP
AMP YKPN. 2003). hlm 252.

26 \feithzal Rivai, Commercial Bank Management. Manajemen Bank Dari Teori Ke
Praktik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013). him 237.
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memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank”.?’ Dari paparan
di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau pembiayaan
macet adalah pembiayaan yang melewati batas perjanjian yang telah
disepakati dan dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan risiko yang
dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
Pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor.
Menurut Taswan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah
sebagai berikut 28
a. Faktor Internal:
1) Kurang tajamnya analisis pembiayaan.
2) Sistem pengawasan dan administrasi pembiayaan.

b. Faktor Eksternal:
1) Faktor persaingan yang sangat ketat.
2) Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha

debitur.
3) Penggunaan pembiayaan di luar objek pembiayaan.
3. Teori Magqasid Syari’ah
Magasid Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu magqasid dan syari’ah. Al-

Magasid merupakan bentuk jamak dari bahasa arab “maqasid” yang dapat

2" Arthesa, Ade dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. (PT.
INDEKS. 2006). him 164.

28 Taswan, Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi Kedua,
(Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010). him 467.
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diartikan tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.?® Sedangkan
dalam ilmu syariat, al-magasid dapat menunjukan beberapa makna sepaerti
al-maglub (hal yang diminati), al-hadaf (tujuan), al-gayah (tujuan akhir),
ataupun al-garad (sasaran) disyariatkannya hukum Islam.3®  Adapun
Syari’ah berasal dari kata bahasa arab ila al-ma’i artinya menuju air atau
sumber kehidupan.®*

Berkaitan dengan magqgasid syari’ah, As-Syathibi menggunakan
beberapa istilah yaitu magqasid al-syari’ah, al- maqasid al-syar’iyyah, dan
magasid min syar’i al-hukm. Meskipun demikian, ketiga istilah tersebut
pada intinya memiliki makna yang sama vyaitu tujuan hukum yang
disyariatkan oleh Allah SWT.>?> Berdasarkan penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa magqasid syari’ah adalah tujuan atau maksud dari
disyariatkannya hukum Islam. Secara umum, disyariatkannya hukum Islam
tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut As-Syathibi
kemaslahatan yang akan diwujudkan tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan
yaitu:>

a. Kebutuhan Dharuriyah

29 Jasser Auda, al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdel Moneim, Cet 1

(Yogyakarta : Suka Press, 2013). him 6.

% Ibnu Ashur, Magasid al-syari'ah al-Islamiyah, Ed. El-Tahir El.Mesawi (Kuala

Lumpur: al-Fajr. 1999). him 183.

31 Oni sahroni dan Adiwarman A. Karim, Magasid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis

Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015). him 3-4.

32 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid syari‘ah Menurut al-Syathibi, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada. 1996). him 63.

33 Ibid. him 69.
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Kebutuhan daruriyyah merupakan tingkat kebutuhan yang paling utama
dan harus ada atau dapat disebut kebutuhan primer. Apabila kebutuhan
ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia dapat terancam. Menurut
As-Syathibi ada lima kategori yang termasuk dalam kebutuhan
daruriyyah yaitu:

1) hifzu ad-dm (memelihara agama)

2) hifzu an-nafs (memelihara jiwa)

3) hifzu al-aql (memelihara akal)

4) hifzu an-nasl (memelihara kehormatan dan keturunan)

5) hifzu al-mal (memelihara harta)

. kebutuhan hajiyyah,

Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dapat
dipenuhi setelah kebutuhan daruriyyah, apabila kebutuhan ini tidak
terpenuhi  tidak akan mengancam keselamatan namun manusia akan
mengalami kesulitan.

. kebutuhan tahsiniyyah

Kebutuhan tahsiniyyah merupakan kebutuhan pelengkap atau tersier
yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap
kelima pokok kebutuhan daruriyyah yang telah dijelaskan di atas dan

tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian
lapangan (Field Research) vyaitu penelitian terhadap realitas kehidupan
sosial masyarakat secara langsung.®* Adapun objek penelitian ini adalah
lembaga BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang berlokasi di Gg. Delima,
Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu
memberikan gambaran secara rinci tentang suatu masalah, gejala, fakta dan
realita secara luas dan dianalisis menggunakan teori secara mendalam
sehingga diperoleh suatu pemahaman yang baru.®

3. Pendekatan penelitian.
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di
atas, Peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan
normatif yaitu upaya Peneliti dalam menemukan jawaban dari suatu
permasalahan menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini Peneliti akan

menggunakan magqasid syari’ah untuk menjawab permasalahan yang ada.

% Farida nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
(Surakarta, 2014), him 48.

%5 JR Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya).
(Jakarta: Grasindo. 2010). him 64.
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4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian Peneliti kepada
pihak terkait. Dalam wawancara ini Peneliti akan melakukan wawancara
dengan manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Adapun pertanyaan-
pertanyaan wawancara tersebut diantaranya meliputi  pelaksanaan
pengawasan pembiayaan, tingkat non-performing loan, faktor penyebab
non-performing loan dan sebagainya.

b. Dokumentasi
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data
berupa tulisan ilmiah, jurnal, dokumen baik hasil wawancara atau
dokumen lain, serta segala bentuk data yang dapat mendukung
berjalannya penelitian ini.

5. Sumber Data

a. Data primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumentasi
dan wawancara Peneliti dengan lembaga yang menjadi objek
penelitian.Adapun  lembaga yang menjadi objek penelitian  dalam
penelitian ini adalah BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

b. Data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh Peneliti dengan
melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku

atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian Peneliti.
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Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, AlQuran, Hadits,

buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian Peneliti.

6. Analisis Data
Peneliti akan menganalisis data menggunakan metode berpikir deduktif,
yaitu Peneliti akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian baik berupa fakta, masalah, gejala, atau realita yang diperoleh
dari berbagai sumber data yang telah disebutkan, kemudian menganalisisnya
menggunakan teori untuk membangun suatu pola atau kesimpulan yang

khusus.3®

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan agar
Penelitian penelitian ini terarah, terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika
pembahasan yang digunakan peneliti terdiri dari 3 (tiga) tahap vyaitu
pendahuluan, isi dan penutup dan akan dikemas menggunakan 5 (lima) bab
dengan rincian sebagai berikut:

BAB | : Merupakan pendahuluan yang didalamnya menjelaskan informasi
awal mengenai latar belakang masalah sebagai dasar acuan Peneliti
dalam merumuskan masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah
sebagai batasan penelitian agar pembahasan tidak keluar dari pokok
persoalan yang menjadi fokus penelitian, kemudian tujuan dan

kegunaan penelitian, setelah itu telaah pustaka sebagai informasi

% Ibid. him 121.



BAB I

BAB Il :

BAB IV :

BAB V :
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yang menjamin bahwa permasalahan yang diteliti merupakan
sesuatu yang baru dan belum pernah diteliti sebelumnya,
selanjutnya kerangka teori sebagai alur pemikiran, metodologi
penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang
memuat kerangka penelitian.

Merupakan pemaparan mengenai teori yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini, yang dalam hal ini teori yang akan digunakan
adalah teori pengawasan pembiayaan, non-performing loan dan Al-
Magqasid Asy-Syari’ah As-Syathibi.

Memaparkan gambaran umum lembaga BMT Bangun Rakyat
Sejahtera. selain itu, dalam bab ini Peneliti akan memaparkan
pelaksanaan pengawasan dan evektifitas pelaksanaan pengawasan
BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan Non-
performing loan

Peneliti akan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembiayaan
BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan non-
performing loan menggunakan konsep magqgasid syari’ah As-
Syathibi.

Merupakan penutup dari Penelitian penelitian ini. Dalam bab ini
peneliti akan memberikan suatu kesimpulan yang diambil dari
berbagai analisis yang telah peneliti tulis di bab sebelumnya, dan
menjadi suatu jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini. Dan pada bab ini juga Peneliti akan
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memberikan masukan berupa saran agar segala bentuk pelaksanaan
pengawasan dalam penanggulangan non-performing loan menjadi

lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan BMT Bangun

Rakyat Sejahtera dalam penanggulangan non-performing loan, maka peneliti

dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Bangun Rakyat Sejahtera melaksanakan pengawasan pembiayaan
yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan
pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dilakukan dengan tiga tahap
yaitu; on desk monitoring, on site monitoring dan exception monitoring.
Adapun tujuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BMT Bangun
Rakyat Sejahtera yaitu untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan
oleh nasabah atau oleh pihak internal BMT.

2. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/Per/Dep.6/IV/2016, pembiayaan
yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera masuk kedalam kriteria
tidak lancar pada tahun 2014 sampai 2017 dan dalam kriteria cukup lancar
pada tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh
BMT Bangun Rakyat Sejahtera berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan
dengan menurunnya tingkat non-performing loan dari tahun ketahun. Non-
performing loan yang terjadi di BMT Bangun Rakyat Sejahtera disebabkan

oleh Faktor internal dan eksternal yang meliputi lemahnya analisis

101
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pembiayaan, lemahnya analisis karakter nasabah, penurunan usaha,
lemahnya karakter nasabah. Upaya penyelesaian yang dilakukan BMT
Bangun Rakyat Sejahtera dalam hal terjadinya non-performing loan adalah
dengan cara memberikan peringatan dan melakukan pendekatan persuasif
berupa musyawarah untuk menemukan cara penyelesaian yang disetujui
bersama. Adapun penyelesaian yang ditawarkan oleh BMT Bangun Rakyat
Sejahtera dalam penyelesaian non-performing loan sesuai dengan PBI No.
13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas pbi No. 10/18/PBI/2008 tentang
Restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu
dengan  penjadwalan  kembali  (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), Penataan Kembali (restructuring), dan penyitaan jaminan.

. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam
penanggulangan non-performing loan telah sesuai dengan konsep magasid
syari’ah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan
pengawasan Vaitu kemaslahatan dalam hal ini adalah terlindunginya harta
BMT dan harta nasabah dari non-performing loan. Tingkat non-performing
loan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengalami penurunan yang
signifikan sejak periode tahun 2014 sampai 2018 dari 41% menjadi 8%.
Dalam perlindungan harta, pelaksanaan pengawasan pembiayaan dapat
mencegah perbuatan curang dan berkhianat sehingga harta BMT, nasabah

dan negara dapat terlindungi.
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B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan hasil penelitian yang telah

dijabarkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk BMT Bangun Rakyat Sejahtera, BMT Bangun Rakyat
Sejahtera perlu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang
pengawasan agar lebih mempu menganalisis pembiayaan dan karakter
nasabah secara tepat sehingga BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat
melaksanakan pengawasan dengan baik dan dapat menanggulangi non-
performing loan.

2. Saran Untuk Nasabah Pembiayaan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, Nasabah
BMT Bangun Rakyat Sejahtera harus memiliki sifat bertanggungjawab
dalam melakukan pembiayaan sehingga terhindar dari perilaku curang dan
berkhianat.  Selain itu, nasabah dalam melakukan pembiayaan harus
disesuaikan dengan kemampuan sehingga tidak kesulitan dalam melakukan

pengembalian pembiayaan yang telah dilakukannya.
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